
BUP A TI KUNING AN 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 

NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 1  

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 1  

BUPATI KUNINGAN 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa memenuhi  ketentuan Pasal 7 Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 201 1  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 1 ,  
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 1  sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2 0 1 1 .  

1 .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Oaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita 
Negara Tahun 1950)  sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 1 4  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam L ingkungan Propinsi  Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indones ia  Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indones ia Nomor 2851 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 1985 Nomor 
68 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 3312)  
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 1985 
tentang Pajak Bum i  dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 1994 Nomor 62 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik  Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 1997 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Repub l ik Indones ia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indones ia Nomor 4048); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups i ,  Kolusi dan Nepot isme 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 3851 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

6 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 



7.  Undang-Undang Nom or 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421 ); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kal i  diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 2  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59,Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4844); 

1 0.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

1 1 .  Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maje l is 
Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwaki lan Rakyat, Dewan 
Perwaki lan Daerah dan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 5043); 

1 2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 1 3 0  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) ;  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 1 8 ,  
Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 4138) ;  

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus i Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 1 9 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4139 ) ;  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan P impinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416 ) ,  sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2007 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indones ia Nomor 
47 12 ) ;  

1 6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penge lolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Repub l ik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4502) ;  

1 7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans i 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik lndones iaTahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor 4503) ; 

1 8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4574); 



1 9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

2 1 . P e r a t u r a n  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4578); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan 
penerapan Standar pelayanan Min imal  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4592); 

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4614) ;  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Pol it ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1 8  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4972); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah , Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
P impinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 
Pengembal ian Tun jangan Komunikasi lntensif dan Dana Operas ional ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Pengajuan ,  Penyaluran ,  Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Pol it ik .  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010 ;  

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14  Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 seri E) ;  

32.  Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2007); 



33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Bank Jabar­ 
Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 
seri E); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah 
Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2008 Nomor 70 seri E); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2008 Nomor 72 seri E); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22Tahun 20 10  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 8  
Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan 
kepada Perusahaan Daerah Air M inum Kabupaten Kuningan (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Kuning an Tahun 20 10  Nomor 1 2 7  seri C). 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuning an Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Dana Cadangan Pemi l ihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Kun ingan (Lembaran Daerah Ka bu paten Kuningan Tahun 2010  Nomor 
1 2 9  Seri E) ;  

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Dharma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Kun ingan Tahun 2010  Nomor 130  Seri E); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2 0 1 1  tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2 0 1 1  (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 201 1  Nomor ser i )  

Menetapkan 

MEMUTUSKAN:  

PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

Pasal 1 

29.791.464.500,00 
12.768.000.000,00 

1 .200.000.000,00 
30.849.665.000,00 

525.167.979.00 
848.973.175 .570,00 

773.838.878.091 ,00 

Rp. 33.915 .749.500.00 
Rp. 1 5 3 . 1 1 1 . 5 8 1 . 3 7 5 , 0 0  
Rp. 104.683.638.020 ,00 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 79 .210 .273 .026,00 
Rp. 863.087.160.644,00 
Rp. 188.866.223.228 ,00 
Rp 1 . 1 3 1 . 1 63 .656 .898 ,00  

b. Belanja Langsung 
a. Belan ja pegawai 
b . Belanja belanja barang dan jasa 
c. Belanja moda l  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2 0 1 1  terdiri 
a t a s :  
1 .  Pendapatan Daerah 

a .  Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana perimbangan 
c. Lain- la in pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 
1 )  Belanja pegawa i 
2) Belanja bunga 
3) Belan ja subsid i  
4) Belan ja hibah 
5) Belanja bantuan sosial 
6) Belanja bagi hasi l 
7) Belanja bantuan keuangan 
8) Belanja tidak terduga 

Jum lah 



Jumlah Belanja 

Surplus (Defisit) 

Rp1140.684144465.00 

Rp. ( 9 .520.487.567,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan Rp. 
b. Pengeluaran Rp. 
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 

47.427.709.967,00 
37 .907 .222.400,00(-) 

9.520.487.567,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati in i .  

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasa l4  

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 
t idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati in i  berlaku untuk Tahun Anggaran 2 0 1 1 .  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
in i  dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di : Kuningan 
pada tanggal : 2 Pebuari 2 0 1 1  
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9) AANG HAMID SUGANDA 

Diundangkan di Kuningan 
pada Tanggal 4 Pebuari 2 0 1 1  
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' J BERITA DAERA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR 

an.  SEKRETARIS DAERAH 
KABUP TEN KUNINGAN 
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